BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PENGUMUMAN
Nomor : 800.1.2.2/ 10 /PANSELDA

TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA GURU, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan
Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi
Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat
menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK
Jumlah kebutuhan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng

Rappang Tahun Anggaran 2024 sejumlah 345 (tiga ratus empat puluh lima)
dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran Pengumuman ini.

: Jumlah | Peserta Wajib membaca & memahami
.| Rl e Melcanisme Seleksi PPPK
1. | Tenaga Guru 130 Kepmenpan 348 Tahun 2024
2. | Tenaga Kesehatan 63 Kepmenpan 349 Tahun 2024
3. | Tenaga Teknis 152 Kepmenpan 347 Tahun 2024
Jumlah 345

II. KATEGORI/KRITERIA PELAMAR
A. Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru:
1. Kiriteria pelamar meliputi:
1) Pelamar Prioritas
Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK
JF Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah
dinyatakan Iuilus pada seleksi PPPK JF Guru periode
sebelumnya.
2) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks
THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif
mengajar di instansi pemerintah.
3) Guru Non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Instansi daerah
yang terdiri atas:
a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada
Instansi Pemerintah.
b) guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data
Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar
paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester
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secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat
mendaftar.
; atau
4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada
Pangkalan data (database) kelulusan PPG di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. Pelamar sebagaimana dimaksud poin 1), 2) dan 3) hanya dapat
melamar pada instansi Pemerintah tempat mengajar saat
mendaftar.

3. Dalam hal terdapat pelamar prioritas (P1) yang berasal dari luar
Instansi Pemerintah atau dari sekolah swasta disyaratkan memiliki
surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di Instansi
daerah tahun anggaran 2024 dari kepala
instansi/lembaga/yayasan.

B. Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan:
Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional
Kesehatan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
1. Eks Tenaga Honorer Kategori II {(eks THK-II)

pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-

II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di

instansi pemerintah.

2. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yang terdiri
atas:

a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi
Pemerintah; atau

b) pegawai yang aktif bekerja pada instansi Pemerintah paling
sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

C. Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Teknis:
Kebutuhan Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana teknis
diperuntukkan bagi pelamar:
1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)

Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-

II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada

instansi pemerintah.

2. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yang terdiri
atas:

a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi
Pemerintah; atau

b) pegawai yang aktif bekerja pada instansi Pemerintah paling
sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

Pelamar sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 hanya dapat melamar
pada instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

III. PERSYARATAN PPPK
A PERSYARATAN UTMUM
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama
untuk melamar menjadi Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi
persyaratan dan prosedur sebagai berikut :
1. Usia pelamar:
a. Untuk Jabatan Fungsional Guru, usia usia paling rendah 20
(dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan)
tahun sebehim batas usia tertentu pada Jabatan yang akan
dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada saat melamar PPPK.
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b. Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan
Fungsional Teknis dan Pelaksana Teknis, usia usia paling
rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh
tujuh) tahun pada saat melamar PPPK.

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua)
tahun atau lebih;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta;

4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai politik atau terlibat
politik praktis;

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan
Jabatan.

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian
tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang
untuk jabatan yang mempersyaratkan.

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang
dilamar;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain
yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

10. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

11. Selain ketentuan di atas, pelamar harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

a) tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan
pelanggaran seleksi;

b) tidak berstatus sebagai peserta luius seieksi calon ASN yang
sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk
pegawai;

¢) memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas Jabatan
vang dilamar untuk pelamar PPPK.

B. PERSYARATAN KHUSUS
1. FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU
1) Pelamar Wajib Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang
paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat
pendidik merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga  Kependidikan, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang

Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk
Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

2) Pelamar Jabatan Fungsional Guru yang memiliki sertifikat
pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar
dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100%
(seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

3) Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik.

4) Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara
berurutan bagi:



a) Pelamar Prioritas
Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi
PPPK JF Guru di instansi daerah Tahun 2021 dan belum
pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru
periode sebelumnya dengan urutan kelulusan bagi
pelamar prioritas berlaku ketentuan:

1) Guru eks Tenaga Honorer Kategori Ii (eks THK-II)
2) Guru non-ASN.

3) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG); dan

4) Guru swasta (Khusus P1).

b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan
aktif mengajar di instansi pemerintah.

c) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada
Instansi Pemerintah.

d) guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data
Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling
sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-
menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar, dan

e¢) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada
Pangkalan data (database) kelulusan PPG di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

1)

2)

4)

Pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran
2024 Wajib memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan
persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur
Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor
PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang
Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda
Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil
Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga
kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi
(STR), wajib melampirkan STR (bukan internship) yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai jabatan yang
dilamar (linie yang masih berlaku pada saat pendaftaran,
dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada
STR dan Wajib diunggah pada SSCASN.
Pelamar PPPK JF Kesehatan yang mempunyai Sertifikat
Kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi
teknis sebagaimana tersebut dilampiran pengumuman dapat
mempedomani KepmenPANRB No. 391 Tahun 2024 Tentang
Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi
Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam
Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan wajib
diunggah pada saat pendaftaran di sscasn.
Setiap pelamar (eks THK-II dan tenaga non-ASN) wajib
memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan
kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat
pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional
jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional
jenjang ahli muda.



3}

6)
7)

8)

9)

Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan
bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai
berikut:

a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman
kerja di puskesmas;

b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki
pengalaman kerja di rumah sakit;

c. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki
pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang
memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.

Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara
berurutan bagi:

a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II}
pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan
aktif bekerja di instansi pemerintah;

b) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi
Pemerintah;

c) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling
sedikit 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus.

Kebutuhan pada Jabatan fungsional Bidan Kategori Keahlian,

kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar oleh pelamar

D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 adalah pelamar dengan

kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan

lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada jabatan Fungsional bidan
kategori keahlian.

Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada kebutuhan JF

Bidan Kategori Keahlian diberlakukan secara berurutan bagi:

a) Pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023;

b) Eks Tenaga Honorer Kategori Il (eks THK-II)

c) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi
Pemerintah;

d) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling
sedikit 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus.

FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN
PELAKSANA TEKNIS:

1)

2)

Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja

sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar

pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;

b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional
jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan

c. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional
jenjang ahli muda.

pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas

jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dibuktikan

dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh

pimpinan unit kerja.

Pelamar PPPK JF Teknis yang mempunyai persyaratan wajib

tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai penambahan

nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tersebut

dilampiran pengumuman dapat mempedomani

KepmenPANRB No. 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan
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Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai
Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam
Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan wajib
diunggah pada saat pendaftaran di sscasn.

4) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.

5) Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara
berurutan bagi:

a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)

b) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database)
tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi
Pemerintah; dan

c) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling
sedikit 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus.

PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS

1) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat
melamar pada:

a) Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis, Jabatan
Pelaksana Teknis;

b) Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan;

c) Kebutuhan Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan
Penyandang Disabilitas daksa tidak dapat melamar ke
Kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan Ahli Pertama.

2) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib
menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan
penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dengan
ketentuan:

a) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah /Puskesmas) yang menerangkan jenis dan
derajat kedisabilitasannya (terbaru dan dibuat pada
rentang waktu pendaftaran); dan

b) menyampaikan video singkat yang menunjukkan
kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan
aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

PELAMAR JABATAN ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA DAN
PEMADAM KEBAKARAN PEMULA

diwajibkan mengunggah:

1) Surat Keterangan Sehat; dan

2) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas

KHUSUS untuk jabatan pada lokasi penempatan unit kerja
tertentu yang terdiri dari:

a. Pemula penguji kendaraan bermotor;

b. Pemula pemadam kebakaran;

c¢. Pranata Trantibum.

d. Operator Layanan Operasional — (Pengemudi Ambulans)
diberlakukan persyaratan kompetensi/keahlian/sertifikasi
pengalaman teknis dan kecakapan di bidang kerja sesuai
dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar.



IV. JADWAL PELAKSANAAN

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-
KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun
Anggaran 2024, tahapan jadwal pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun
Anggaran (T.A. 2024 dibagi atas 2 (dua) tahapan berdasarkan dengan
prioritas kelulusan secara berurutan yakni:

1. Tahapl:

a. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik

Tahun 2023);

b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN;

2. Tahap II:

Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk

iulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).

JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK T.A. 2024

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A.

No Kegiatan 2024
TAHAP I TAHAP II
1 | Pengumuman Seleksi 30 September s.d. 1 s.d. 30 November
19 Oktober 2024 2024
2 | Pendaftaran Seleksi 1 s.d. 20 Oktober 17 November s.d.
2024 31 Desember 2024
3 | Seleksi Administrasi 1 s.d. 29 Oktober 16 Desember 2024
2024 s.d. 3 Februari
2025
4 | Pengumuman Hasil Seleksi 30 Oktober s.d. 4 s.d. 18 Februari
Administrasi 1 November 2024 2025
5 | Masa Sanggah 2 s.d. 4 November 19 s.d. 21 Februari
2024 2025
6 | Jawab Sanggah 2 s.d. 6 November 20 s.d. 27 Februari
2024 2025
7 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah S s.d. 11 November 22 s.d. 28 Februari
2024 2025
8 | Penarikan data final 12 s.d. 14 November | 1 s.d. 7 Maret 2025
2024
9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi 15 s.d. 25 November | 8 s.d. 23 Maret
2024 2025
10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, | 26 November s.d. 24 Maret s.d.
danTempat Seleksi Kompetensi 1 Desember 2024 8 April 2025
11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 2 s.d. 19 Desember 9 s.d. 16 April 2025
2024
12 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 7 s.d. 23 Desember 17 April s.d.
2024 16 Mei 2025
13 | Pengumuman Hasil Kelulusan 24 s.d.31 Desember 22 April s.d.
2024 21 Mei 2025
14 | Pengisian DRH NI PPPK 1 s.d. 31 Januari 22 s.d. 31 Mei 2025
2025
15 | Usul Penetapan NI PPPK 1 s.d. 28 Februari 1 s.d. 30 Juni 2025
2025




V. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN

A.

PELAMARAN

1.
2
3.

1.0.

11.

12.

13.

Alur pendaftaran SSCASN 2024: https://sscasn.bkn.go.id/alur

Pelamar wajib memiliki e-mail yang aktif.
Pendaftaran dilakukan secara online dan disertai dengan proses
pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik
melalui SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) yang
merupakan situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai
pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik
Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian
Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional yang dapat
diakses di https://sscasn.bkn.go.id/ sebagaimana jadwal dan
tahapan pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas. Tidak ada
pengiriman berkas fisik.
Pelamar yang melamar PNS tidak dapat melamar Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam periode tahun
yang sama.
Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu)
jenis Jabatan dalam 1 (satu).
Dalam hal pelamar diketahui melamar:
a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan
dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang
berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Formasi Tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana;
Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Formasi Tahun 2024 hanya dapat diisi oleh Tenaga Non ASN yang
bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
Pelamar hanya dapat melamar pada unit kerja atau perangkat
daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
sesuai dengan penetapan formasi PPPK yang disediakan;
Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan
Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II {eks THK-II)
dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data
(Database) BKN secara sistem pada saat pembuatan akun
pendaftaran di aplikasi SSCASN otomatis diarahkan untuk
mengikuti rangkaian seleksi Tahap I yang dimulai pendaftaran
pada 1 Oktober 2024;
Bagi Pelamar yang tidak masuk dalam kategori yang dimaksud
pada angka 10, maka secara sistem pada saat pembuatan akun
pendaftaran di aplikasi SSCASN otomatis diarahkan untuk
mengikuti rangkaian seleksi Tahap II yang dimulai pendaftaran
pada tanggal 17 November 2024
Dalam pembuatan akun, proses validasi data kependudukan
berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Catatan Sipil (DUKCAPIL). Jika pelamar mengalami kendala, tidak
bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar
maka dapat menghubungi DUKCAPIL sesuai dengan KTP pelamar,
bukan menghubungi ke BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.
Pelamar diwajibkan untuk memahami aturan, tata cara dan syarat
pendaftaran dengan teliti dan mempelajarinya supaya tidak ada
informasi yang tertinggal.




14,

15.

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk pindai/scan sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan, pastikan dokumen
yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah
dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak Ilulus seleksi
administrasi.

Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir
pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat
dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar,
maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Kelengkapan administrasi yang akan diunggah berupa pindai/scan
berwarna dokumen asli (bukan dokumen foto kopi) bukan hasil
dokumen yang difoto yang terdiri dari:

1)

2)

3)

6)

Pas Foto - Asli Pas Photo terbaru pakaian formal dengan
ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah polos, tampak depan,
foto wajah sampai dengan pundak, posisi Portrait, tampak
jelas/tidak blur, tidak miring, bukan foto selfie, cuci cetak
(bukan print), bukan file foto yang difoto. Unggahan foto akan
dijadikan sebagai database untuk melakukan face recognition.
Format file JPG. Ukuran maksimal 500 KB;

Kartu Tanda Penduduk - Scan berwarna Asli Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/Surat Keterangan asli telah melakukan
perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku dan
Tangkapan Layar (Screenshoot] Tidak Terdaftar sebagai
anggota/pengurus Partai Polittk dalam database Sistem
Informasi Partai Politik (Sipol) hasil penelusuran NIK pada
https:/ /infopemilu.kpu.go.id /Pemilu/Cari_nik. File KTP dan
Screenshoot diunggah dalam 1 (satu) file Format JPG. Ukuran
maksimal 500 KB;

Surat Lamaran - Scan berwarna Asli Surat lamaran yang
ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang dalam 1 (satu)
halaman kertas ukuran folio, tidak bergaris, dibuat dengan
tulisan tangan sendiri dengan tinta hitam, menggunakan huruf
kapital, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp.
10.000, harus sesuai format yang dipersyaratkan. Format File
PDF. Ukuran maksimal 1000 KB;

Ijazah Asli - Scan Utuh dan berwarna Ijazah ashi bukan pindai
dari hasil fotocopy yang dilegalisir, Bukan Ijazah hasil Foto,
Bukan Surat Keterangan Lulus. Bagi lulusan perguruan tinggi
luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan
jjazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Transkrip atau Daftar Nilai Asli — Scan utuh dan berwarna
Transkrip nilai asli, bukan Transkrip yang difoto, bukan pindai
dari hasil fotocopy yang dilegalisir. Bagi lulusan perguruan
tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat
keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan. Format File PDF. Ukuran
maksimal 1000 KB;

Surat Pernyataan 5 Poin - Scan berwarna Surat Pernyataan

sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani
dan dibubuhi meterai Rp. 10.000. Format File PDF. Ukuran

maksimal 1000 KB;







